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Abstrak: Meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak
di Indonesia menempatkan negara dalam situasi darurat
perlindungan anak. Pemerintah merespons kondisi ini melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menetapkan
kebiri kimia sebagai tindakan tambahan bagi pelaku. Kebijakan
ini memicu perdebatan terkait aspek HAM dan etika medis, baik
di tingkat nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis mekanisme pelaksanaan kebiri kimia dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 serta meninjau
pengesahannya melalui perspektif kaidah figih. Menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif
yang berbasis studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, kitab figh seperti Al-Qawa’id al-
Fighiyyah karya Ahmad Muhammad Utsman al-Zargq, serta kajian
ilmiah terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebiri kimia merupakan hukum yang setimpal bagi
kejahatan luar biasa, karena bersifat fleksibel dan berorientasi
pada pencegahan keberulangan. Dalam perspektif Islam,
kebijakan ini selaras dengan prinsip hifzh an-nasl (penjagaan
keturunan) dan didukung oleh kaidah-kaidah dalam kitab Al-
Qawaid al-Fighiyyah, yaitu adh-dhararu yuzalu, dar’ul mafasid
aula minjalbil mashalih, dan adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi.
Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban
dan kemaslahatan umum harus didahulukan di atas hak individu
pelaku yang telah merusak tatanan sosial, sehingga kebiri kimia
dapat diterima sebagai bentuk "ta’zir” yang sah dalam hukum
Islam.
©lsb WUl & Dl ainy Lewions] § Jab¥) s oudnd! ciiall c¥uns welias & pakll
085 Ao sSadl AnI ool Aoyl Apaiosll o] Ao gSall clarinl a8y Alsalall Blond (S94nd
sda iy Sl 3oy (8La)) AlieSs 25808 " GleasSl slasPl" =81 (Jls Y- Y. alad V.
Ortemiall e bl LNy glud¥l Gsa> iy ey paizs Juz mas § Al
oSl 2 LBy ilLeasSIl slasy) ddis LT eloes 1] Aoyl s cae . Joally (glogl
T e Laolyll Caoately A Aaall aelsall ) 130Tal gaall LauSiy Y. Y. alal V. o,
Cuaedy (ASL) azyll bl Yo @l S glad gLl el @lall Gigslall ]
"auaall aelgall 7y d" LS Lradda 39 daaall Slalilly uassll cila, 401 e dalall 3ol
O dl Byl cals g alall @l 2 ladl @luhadl J) 23LaY0 Byl deme o ent gesl)
Loyl t(Abdnadl) o[, Su1 Loyl oda Zzlsl 213Kay sle Lgde dal LS slasyl
diain o Lt Zalad! odn 3auds (bl dasll jslaie (g Aanyll 3sall pie e WapS)5s
o e dol alall 53" 9 "Il spall” R (6aS Al uelsd e gyduy Sl Lass
Ll Gileyy Ll Glox o Juletll I uS59 " (4lte) sl Ui ¥ ppall”s Salliall
Jeih dide Flug Flara¥) ) clia I Glall 250,40 Gedmll (o @uaislly Jof dolall
Aoy A i) Haliaedl (Ao ydin "oy0505" BogBaS SleasSIl s Lasl

Nurul Ummabh: Jurnal Studi Islam, Vol. 01, no. 1 (2026), pp. 100-118.| 100


mailto:rrnrzz71@gmail.com

Aulia, R. N. I, & Rofi’, M. (2026). Analisis Hukum Kebiri Kimia dalam Kaidah Fiqih terhadap Kekerasan Seksual
pada Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

L.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus kekerasan seksual di
Indonesia mengalami lonjakan yang cukup tinggi hingga menimbulkan
kekhawatiran di tengah masyarakat. Berdasarkan data Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diunggah pada laman
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA),
tercatat sejak 01 Januari 2025 hingga 05 Oktober 2025 terdapat total 14.614 kasus
kekerasan seksual terhadap anak (SIMFONI-PPA, 2025). Dalam perspektif sosial
dan agama, kekerasan seksual bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga
kerusakan moral yang mengancam harkat dan martabat manusia (Yusri & Syatar,
2021). Hal tersebut menimbulkan keresahan publik dan mendorong tuntutan akan
adanya langkah tegas untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban
sekaligus memastikan bahwa pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.
Fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual ini menunjukkan adanya
kegagalan dalam sistem perlindungan hukum dan moral masyarakat. Banyak
faktor yang melatarbelakanginya, seperti lemahnya pendidikan karakter, pengaruh
media digital, serta kurangnya pengawasan sosial terhadap perilaku menyimpang.

Untuk menangani kejahatan tersebut, pemerintah telah menetapkan
sebuah aturan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang
mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat
pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan
seksual terhadap anak. Kebiri merupakan tindakan bedah dan atau penggunaan
bahan-bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi dari organ
reproduksi testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Kebiri terbagi
menjadi 2, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik adalah tindakan bedah
dengan mengangkat secara keseluruhan organ reproduksi testis dan ovarium,
sedangkan kebiri kimia adalah tindakan penyuntikan hormon anti testosteron ke
dalam tubuh pelaku dengan cara kerja menekan produksi dan aktivitas hormon
testosteron sehingga mampu mengurangi libido orang yang berada dalam
pengaruh obat tersebut. Adapun Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, Pasal 1
butir 2 memberikan pengertian tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia
melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah
dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban
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lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia,
untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi (Manurung et al,
2021). Hukuman ini diharapkan mampu menekan angka pengulangan kejahatan
dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Meski demikian, penerapan hukuman
ini tetap menimbulkan perdebatan dari beberapa pihak. Sebagian pihak menilai
bahwa hukuman ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, yang tidak sejalan
dengan penghormatan terhadap tubuh dan adanya etika hidup yang berlaku dalam
dunia medis. Sebaliknya, pihak yang mendukung menilai bahwa hukuman ini
adalah langkah perlindungan bagi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak
dan perempuan untuk menghindari ancaman “predator” seksual yang berpotensi
akan mengulangi perbuatannya .

Di tengah perdebatan tersebut, perspektif hukum islam memberikan sudut
pandang melalui kitab Al-Qawaidul Fighiyyah. Kitab ini menggunakan kaidah-
kaidah umum yang diterapkan pada berbagai kasus hukum. Kitab ini menganalisis
kaidah-kaidah umum, seperti “Adh-dhararu yuzalu” (bahaya harus dihilangkan),
“Dar’ul mafasid aula minjalbil masholih” (mencegah kerusakan lebih utama
daripada menarik datangnya kebaikan), dan “Adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi”
(Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang serupa). Kaidah-kaidah
tersebut dapat menjadi dasar dalam menilai apakah hukuman kebiri sesuai dengan
tujuan hukum islam. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis tidak hanya
berupaya memahami hukum kebiri dari sisi yuridis dan dalil agama, tetapi juga
mencoba melihatnya dari perspektif sosial yang berorientasi pada perlindungan
manusia dan keadilan publik. Hukum seharusnya tidak hanya hadir untuk
menghukum, melainkan juga untuk memperbaiki dan melindungi. Dengan prinsip-
prinsip kaidah fiqih, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
lebih seimbang antara keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan nilai
kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini
berupaya menjawab beberapa persoalan utama yang berkaitan dengan ketentuan
hukum kebiri kimia di Indonesia, penulis ingin mengetahui bagaimana ketentuan
hukum kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2020, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam
dalam perspektif kaidah figih. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi kaidah-kaidah figh yang dapat dijadikan dasar dalam
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IL.

menetapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan
rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara
mendalam ketentuan hukum kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip kaidah figih, serta mengidentifikasi kaidah-kaidah figh yang dapat
dijadikan dasar atau landasan hukum dalam penerapan kebiri kimia bagi pelaku

kekerasan seksual.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam risalah ini adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kebijakan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 melalui perspektif kaidah figih.
Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti dan mencari literatur hukum dan menganalisa
data untuk memperoleh hasil yang akurat sesuai dengan aturan yang berlaku.
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu
pendekatan yang berusaha menelusuri dasar-dasar hukum, baik itu dalam hukum
Islam ataupun hukum pidana terutama yang berkaitan dengan sanksi kebiri.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan
pemerintah, kitab figh, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tentang
kebiri, kekerasan seksual, dan hukum Islam. Sumber data primer penelitian ini
meliputi Kitab Al-Qowaidul Fighiyyah karya Ahmad Muhammad Utsman al-Zarq.
Sedangkan sumber sekunder berasal dari jurnal hukum Islam terdahulu dan
dokumen pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebiri kimia di
Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan
menggambarkan isi dan makna dari sumber hukum Islam dan peraturan
pemerintah, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariat
Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mafsadat. Dengan metode
ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeleruh
mengenai kedudukan hukum kebiri kimia dalam Islam serta kontribusinya
terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional yang berpusat pada

kemaslahatan.
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II1.

Pembahasan

A. Penerapan Hukum Kebiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2020

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,
Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap
Anak lahir sebagai respons serius pemerintah Indonesia terhadap
meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak yang dinilai semakin
mengkhawatirkan. Kejahatan seksual terhadap anak bukan sekadar
pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah kejahatan yang meninggalkan
dampak mendalam dan jangka panjang bagi korban, keluarga, maupun
masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah melihat perlu adanya hukum yang
lebih tegas yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi
juga pada pencegahan terulangnya kejahatan serupa di masa yang mendatang.

Dalam kerangka itulah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020
diterbitkan, dengan menetapkan kebiri sebagai salah satu bentuk tindakan
tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap
anak dengan kondisi-kondisi pemberat tertentu. Kebiri adalah sebuah
perlakuan bedah atau penggunaan bahan kimia yang ditujukan untuk
meniadakan fungsi kelamin pada pejantan atau pada betina pada ovariumnya.
Kebiri juga dapat dilakukan pada hewan dan juga manusia (Bustamam & Putra,
2022). Namun demikian, peraturan ini tidak serta merta memberlakukan
semua jenis kebiri, melainkan secara selektif hanya mengakui satu bentuk
kebiri yang dinilai sesuai secara hukum, medis, dan etika. Penjelasan mengenai
jenis kebiri yang digunakan beserta alasan pemilihannya akan dijelaskan lebih
lanjut pada subbab berikutnya. Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa
kebijakan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan
juga mengandung unsur rehabilitasi bagi pelaku sebagai upaya pemulihan
sekaligus pencegahan pengulangan kejahatan. Meskipun demikian,
penerapannya dalam praktik masih menimbulkan perdebatan dari berbagai
pihak, baik dari sisi hukum positif, etika medis, maupun perspektif keagamaan,

yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya.
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1. Ruang Lingkup dan Jenis Tindakan Kebiri

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 secara tegas
membedakan antara kebiri kimia dan kebiri fisik, serta hanya mengakui
kebiri kimia sebagai bentuk tindakan yang sah secara hukum. Kebijakan ini
dianggap penting karena kebiri fisik yang bersifat permanen berpotensi
menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kebiri kimia
adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang
dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan
kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari
1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal
dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi
(Manurung et al, 2021). Merujuk pada mekanisme kerjanya, kebiri kimia
dilakukan melalui pemberian zat antiandrogen yang berfungsi menekan
produksi atau menghambat kerja hormon testosteron dalam tubuh.
Menurut DVX Medical, Testosteron sendiri merupakan salah satu hormon
penting yang berperan besar dalam kesehatan pria, terutama terkait
vitalitas, fungsi seksual, energi, serta massa otot. Seiring bertambahnya usia,
kadar testosteron dapat menurun secara alami dalam kondisi yang dikenal
sebagai andropause. Selain faktor usia, gaya hidup tidak sehat, stres,
maupun penyakit tertentu juga dapat mempercepat penurunan kadar
hormon ini. Mengingat testosteron merupakan hormon utama yang
mengendalikan hasrat seksual pada laki-laki, maka secara biologis hukuman
kebiri kimia ini ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual yang berjenis
kelamin laki-laki.

Dampak dari penekanan hormon testosteron ini adalah berkurangnya
libido pelaku, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan
terjadinya pengulangan tindak kejahatan. Tindakan ini bersifat sementara
dan dapat dihentikan apabila pemberian zat kimia dihentikan, sehingga
menjadi alasan mengapa kebijakan ini lebih dapat diterima dibandingkan
dengan kebiri fisik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020
disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual akan dikenai hukuman kebiri
kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan

pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sementara
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itu, sampai saat ini belum terdapat peraturan khusus mengenai sanksi
tambahan yang setara bagi pelaku kekerasan seksual berjenis kelamin
perempuan, sehingga penanganannya masih mengikuti pada ketentuan
pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat
menjadi perhatian penting dalam pembaruan peraturan ke depan untuk
memastikan kesetaraan penegakan hukum tanpa memandang jenis kelamin

pelaku.

2. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kebiri Kimia
Prosedur pelaksanaan kebiri kimia telah diatur secara rinci dalam

Pasal 6 sampai Pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2020. Kerincian prosedur ini bukan tanpa alasan, Peraturan Pemerintah ini
telah mencerminkan kesadaran negara bahwa kebiri kimia merupakan
tindakan yang menyentuh hak-hak dasar seseorang, sehingga
pelaksanaannya harus melalui mekanisme yang ketat, melibatkan berbagai
pihak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun medis.
Mekanisme ini terdiri dari tiga tahap utama yang saling berurutan dan tidak
dapat dilewati. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penilaian Klinis

2. Kesimpulan

3. Pelaksanaan

Tahap pertama adalah penilaian klinis sebagaimana diatur dalam Pasal

7. Tahap ini merupakan pintu masuk yang wajib dilalui sebelum kebiri kimia
dapat dilaksanakan, dan keberadaannya menunjukkan bahwa negara tidak
serta merta menjatuhkan tindakan ini hanya berdasarkan putusan
pengadilan semata. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari tenaga
medis dan psikiater melalui wawancara Kklinis, pemeriksaan fisik, dan
pemeriksaan penunjang, guna memastikan kondisi kesehatan fisik dan
kejiwaan pelaku benar-benar memungkinkan untuk dikenai tindakan kebiri
kimia. Proses ini diawali dengan pemberitahuan dari kementerian hukum
kepada jaksa paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai
menjalani pidana pokok yang kemudian ditindaklanjuti dalam tujuh hari

kerja oleh jaksa dengan berkoordinasi bersama kementerian kesehatan.
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Rentang waktu yang cukup panjang ini menunjukkan bahwa penilaian klinis
dirancang untuk dilakukan secara cermat, tidak terburu-buru.

Kemudian tahap kedua adalah penyusunan kesimpulan sebagaimana
diatur dalam Pasal 8, yang mana tahap ini memuat hasil penilaian klinis dan
menentukan apakah pelaku layak atau tidak dikenakan hukuman Kkebiri
kimia. Kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat empat
belas hari kerja setelah pemberitahuan diterima. Tahap ini penting karena
menegaskan bahwa keputusan akhir bukan semata-mata di tangan jaksa
atau pengadilan, melainkan juga mempertimbangkan penilaian medis
secara serius. Apabila pelaku dinyatakan tidak layak, pelaksanaan ditunda
paling lama enam bulan dan dilakukan penilaian ulang sebagaimana diatur
dalam Pasal 10, yang semakin mempertegas bahwa kebijakan ini
mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Kemudian tahap ketiga adalah pelaksanaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 9, yang mana baru dapat dilakukan setelah kesimpulan menyatakan
pelaku layak dan terpidana telah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam
jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja setelah kesimpulan diterima,
jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia di
rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.
Pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa dan perwakilan kementerian terkait,
serta seluruh prosesnya ditayangkan dalam berita acara sebagai bentuk
pertanggungjawaban hukum. Setelah pelaksanaan, jaksa juga wajib
memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa tindakan
kebiri kimia telah dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf g.
Tindakan ini berlaku paling lama dua tahun, dan selama periode tersebut
pelaku diwajibkan menjalani rehabilitasi yang mencakup aspek psikiatrik,
sosial, dan medik sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yang menunjukkan
bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi
juga pada pemulihan pelaku.

Di luar ketiga tahap utama tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2020 juga mengatur kondisi-kondisi khusus yang mungkin terjadi
dalam tahap pelaksanaan. Pasal 11 mengatur bahwa apabila pelaku
melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk penangkapannya. Pasal 12 mengatur bahwa apabila pelaku

meninggal dunia, jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan
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yang memutus perkara pada tingkat pertama. Ketentuan-ketentuan ini
memperlihatkan bahwa negara telah mengantisipasi berbagai kemungkinan
yang dapat menghambat pelaksanaan, sekaligus memastikan tidak ada celah
hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghindari tindakan
tersebut. Dengan demikian, prosedur kebiri kimia dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dirancang bukan sekadar sebagai
formalitas hukum, melainkan sebagai mekanisme yang sungguh-sungguh
mempertimbangkan aspek hukum, medis, dan kemanusiaan secara

bersamaan.

3. Kriteria Pelaku yang Layak Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia

Tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi
hukuman kebiri kimia. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 secara
tegas memberikan batasan mengenai siapa saja yang dapat dikenai tindakan
tersebut, sehingga penerapannya bersifat selektif dan tidak berlaku secara
umum. Selektivitas ini bukan sekadar pilihan teknis pembuat kebijakan,
melainkan mencerminkan prinsip keseimbangan dalam pemidanaan, bahwa
beratnya sanksi harus sebanding dengan besarnya kerusakan yang
ditimbulkan oleh perbuatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, kebiri kimia hanya dapat diterapkan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena memaksa anak melakukan
persetubuhan, dengan kondisi pemberat berupa menimbulkan korban lebih
dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit
menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban
meninggal dunia. Artinya, seorang pelaku yang melakukan persetubuhan
terhadap satu anak tanpa meninggalkan dampak fisik atau psikis yang
permanen tidak dapat dikenai kebiri kimia, tetapi ia tetap dipidana penjara
dan diwajibkan menjalani rehabilitasi. Sebaliknya, pelaku yang
perbuatannya menyebabkan korban mengalami gangguan jiwa permanen,
tertular penyakit, atau bahkan meninggal dunia memenuhi syarat untuk
dijatuhi kebiri kimia sebagai tindakan tambahan. Hal ini penting karena
menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak
memperlakukan semua pelaku kejahatan seksual secara sama, melainkan
membedakan secara seimbang berdasarkan kadar kerusakan yang

ditimbulkan.
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Pembedaan yang lebih mendasar juga terdapat antara pelaku
persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1),
kebiri kimia hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan, itupun
baru dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan terhadap pelaku telah
berkekuatan hukum tetap, yakni putusan yang sudah tidak dapat lagi
diajukan keberatan melalui jalur hukum manapun. Ketentuan ini
mencerminkan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah selama
proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan final, seseorang tidak
dapat dikenai tindakan seserius kebiri kimia. Sementara berdasarkan Pasal
2 ayat (2), pelaku perbuatan cabul hanya dapat dikenai pemasangan alat
pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, tanpa kebiri kimia. Perbedaan ini
bukan tanpa alasan, persetubuhan pada dasarnya menimbulkan kerusakan
yang jauh lebih besar dan berdampak lebih dalam bagi korban, baik secara
fisik maupun psikologis, dibandingkan perbuatan cabul, sehingga wajar
apabila sanksi yang dijatuhkan pun berbeda. Dengan kata lain, tingkat
keparahan perbuatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan
jenis dan berat sanksi yang diberikan.

Di luar jenis perbuatan, usia pelaku juga menjadi faktor penentu yang
tidak kalah penting. Berdasarkan Pasal 4, pelaku yang masih tergolong anak
tidak dapat dikenai kebiri kimia maupun pemasangan alat pendeteksi
elektronik. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum bahwa
pertanggungjawaban pidana seseorang tidak dapat dilepaskan dari faktor
kematangan dan kedewasaan. Menjatuhkan sanksi sekeras kebiri kimia
kepada pelaku yang masih anak-anak akan bertentangan dengan prinsip
perlindungan anak yang justru menjadi semangat dasar dari seluruh
peraturan ini.

Adapun jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 dibatasi paling lama dua tahun. Pembatasan ini semakin
mempertegas bahwa kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2020 tidak dirancang sebagai hukuman permanen yang bersifat
pembalasan, melainkan sebagai tindakan pencegahan yang terukur,
sementara, dan dapat dievaluasi. Namun demikian, terdapat beberapa celah
yang perlu dicermati. Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur secara tegas
bagaimana jika dampak permanen pada korban baru terbukti setelah

putusan berkekuatan hukum tetap, tidak ada mekanisme khusus untuk
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memastikan korban yang enggan melapor tetap memperoleh keadilan yang
seimbang, dan rumusan "kondisi pemberat" dalam Pasal 1 angka 2
berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara hakim mengingat
tidak semua dampak psikologis mudah dibuktikan secara Klinis.
Kekosongan-kekosongan ini perlu mendapat perhatian serius agar prinsip
keseimbangan yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah ini dapat benar-

benar terwujud dalam praktik.

B. Kesesuaian Hukum Kebiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2020 dengan Prinsip Qawaidul Fighiyyah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, penerapan kebiri kimia
sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi
perdebatan serius di berbagai kalangan. Perdebatan ini tidak hanya berkutat
pada aspek hukum positif dan hak asasi manusia, tetapi juga menyentuh
pertanyaan mendasar tentang apakah kebijakan ini benar-benar dilaksanakan
secara serius oleh pemerintah. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2020 diterbitkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai
kendala yang menciptakan kesenjangan besar antara peraturan dan
pelaksanaan penerapan.

Pertama, penggabungan peraturan menteri teknis sebagai turunan dari
Peraturan Pemerintah ini yang melibatkan Kemenkumham, Kemensos, dan
Kemenkes masih memerlukan koordinasi lebih lanjut antar kementerian
sehingga pelaksanaan teknisnya belum sepenuhnya siap. Kedua, meskipun
sudah ada terpidana yang divonis kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 sejak 2019, nyatanya eksekusi belum terlaksana, bahkan
setelah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 diterbitkan, yang justru
menunjukkan betapa mendesaknya penguatan landasan hukum dan etika bagi
kebijakan ini (Budianto, 2021). Kesenjangan antara peraturan dan
pelaksanaaan penerapan ini semakin memperkuat keharusan untuk mengkaji
kebijakan ini dari perspektif hukum Islam, guna memberikan landasan yang
lebih kuat sekaligus mendorong pelaksanaannya secara lebih tegas dan
bertanggung jawab.

Penerapan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak cukup jika hanya dikaji dari sudut

hukum positif saja. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim,
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kebijakan ini juga perlu diukur kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum
Islam. Hal ini menjadi penting karena kebiri kimia merupakan bentuk hukuman
yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga
diperlukan pendekatan lain untuk menilai hukumnya dalam perspektif Islam.
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam tradisi hukum Islam untuk
menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur secara tegas oleh nash adalah
dengan menggunakan kaidah figih, yaitu kaidah-kaidah umum hukum Islam
yang telah dirumuskan para ulama dan dapat diterapkan secara fleksibel pada
berbagai kasus hukum yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Untuk dapat menilai kesesuaian kebiri kimia dengan kaidah figih secara
tepat, dibutuhkan sebuah kerangka yang menjadi tolak ukurnya. Kerangka yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan
utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dari kelima unsur Magqasid Syariah,
unsur yang paling relevan dengan konteks penelitian ini adalah hifzh an-nasl
karena kejahatan seksual terhadap anak ini secara langsung menyerang dan
merusak generasi penerus, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Para
ulama terdahulu pun telah memperluas makna hifzh an-nasl yang tidak hanya
sebatas menjaga garis keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup
perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai generasi yang harus dijaga
kualitas dan keberlangsungannya. Dalam kerangka inilah kebiri kimia sebagai
upaya mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dapat dipahami sebagai
wujud nyata dari perlindungan terhadap generasi penerus.

Berdasarkan kerangka tersebut, secara prinsip terdapat kesesuaian antara
kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dengan kaidah
figih. Kesesuaian ini terletak pada tujuan utama kebijakan ini, yaitu mencegah
terulangnya kejahatan seksual terhadap anak sekaligus melindungi generasi
penerus dari kerusakan yang ditimbulkannya, yang sejalan dengan inti hifzh an-
nasl. Dalam perspektif hukum Islam, kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai
bentuk “ta'zir”, yaitu hukuman yang tidak ditetapkan secara langsung oleh nash,
melainkan diserahkan kepada pemerintah untuk menentukannya berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan umum. Konsep “ta'zir” memberikan kewenangan
kepada negara untuk memilih bentuk hukuman yang paling efektif dalam
mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat, dengan syarat tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Kebiri kimia yang

bersifat sementara, dilaksanakan di bawah pengawasan medis, dan disertai
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rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2020 dapat memenuhi syarat tersebut, karena tujuannya bukan untuk
menyiksa pelaku, melainkan untuk melindungi masyarakat khususnya anak-
anak dari ancaman kejahatan serupa di masa mendatang. Kesesuaian ini
selanjutnya akan dibuktikan secara lebih rinci melalui analisis terhadap tiga
kaidah fiqih yang relevan, yaitu adh-dhararu yuzalu, dar'ul mafasid aula
minjalbil mashalih, dan adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi pada bagian

berikutnya.

C. Kaidah-Kaidah Fiqih yang Dijadikan Landasan Hukum Kebiri
1. J'3 <) (Bahaya harus dihilangkan)

Kaidah ad-dhararu yuzalu bermakna bahwa setiap bentuk bahaya
wajib dihilangkan sejauh mungkin. Kaidah ini bersumber dari hadits Nabi
Muhammad SAW yang berbunyi "la dharara wa la dhirara”, yang secara
sederhana berarti tidak boleh ada bahaya yang ditimpakan kepada diri
sendiri maupun kepada orang lain (Rapaee, et al, 2025). Hadits ini menjadi
salah satu pondasi penting dalam hukum Islam karena mengandung
prinsip umum bahwa segala bentuk bahaya, baik kecil maupun besar, pada
dasarnya harus dihindari dan dihilangkan. Secara bahasa, kata L)<
merujuk pada bahaya yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap dirinya
sendiri, sedangkan _l)< merujuk pada bahaya yang bersifat timbal balik
antara dua pihak atau lebih. Adapun secara istilah, dharar dalam fiqih
berarti perbuatan yang mendatangkan kerusakan kepada orang lain
dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, sementara tindakan yang
diizinkan syariat seperti gishas, diyat, dan had tidak dikategorikan sebagai
kerusakan karena tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan
(Darmawan, 2020). Dengan kata lain, tidak semua tindakan yang tampak
menyakitkan otomatis dianggap sebagai bahaya dalam perspektif Islam
yang menentukan adalah tujuan dan cara pelaksanaannya.

Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, bahaya yang
ditimbulkan sangat nyata dan luas. Kejahatan ini tidak hanya meninggalkan
luka fisik pada korban, tetapi juga trauma psikologis yang dapat
mengganggu perkembangan mental, emosional, dan kehidupan sosial

korban sepanjang hidupnya. Lebih dari itu, apabila pelaku tidak ditangani
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dengan tepat dan dibiarkan mengulangi perbuatannya, bahaya tersebut
tidak hanya mengancam satu korban saja, melainkan dapat terus meluas
dan mengancam anak-anak lain di masa mendatang. Kondisi ini secara
langsung mengancam hifzh an-nasl, karena generasi penerus yang
seharusnya tumbuh sehat justru menjadi korban kejahatan yang merusak
kualitas hidupnya secara permanen. Oleh karena itu, kaidah ad-dhararu
yuzalu menuntut adanya tindakan nyata untuk menghilangkan bahaya
tersebut, bukan sekadar menghukum pelaku secara simbolis semata.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 secara tegas mengakui
bahaya tersebut melalui Pasal 1 angka 2, yang menetapkan bahwa kebiri
kimia hanya dikenakan kepada pelaku yang perbuatannya menimbulkan
dampak berat seperti luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,
terganggunya fungsi reproduksi, hingga kematian korban. Penetapan
kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara secara resmi
mengidentifikasi kejahatan seksual terhadap anak sebagai bahaya besar
yang harus dihilangkan. Kebiri kimia dalam hal ini merupakan sarana yang
dipilih negara untuk menekan hasrat seksual berlebih pelaku, sehingga
sumber bahaya tersebut dapat dikendalikan dan risiko pengulangan
kejahatan dapat diminimalisir. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa
negara tidak memilih kebiri fisik yang bersifat permanen, melainkan kebiri
kimia yang bersifat sementara dan terkontrol secara medis. Pilihan ini
mencerminkan prinsip keseimbangan, yaitu bahaya dihilangkan dengan
cara yang tidak menimbulkan bahaya baru yang lebih besar pada pelaku,
yang justru sejalan dengan kaidah ini. Dengan demikian, penerapan kebiri
kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sejalan dengan
kaidah ad-dhararu yuzalu, karena tindakan tersebut secara langsung
ditujukan untuk menghilangkan bahaya yang mengancam generasi penerus

sebagai inti dari hifzh an-nasl.

2. gllaad) Gy ¢ Jof suldall £33 (Mencegah kerusakan lebih diutamakan
daripada mendatangkan kebaikan)
Kaidah dar'ul mafasid aula minjalbil mashalih bermakna bahwa
mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan.
Secara sederhana, kaidah ini mengajarkan bahwa ketika kita dihadapkan

pada dua pilihan antara mencegah sesuatu yang buruk atau mendatangkan
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sesuatu yang baik, maka mencegah keburukan harus lebih didahulukan.
Hal ini karena kerusakan yang sudah seringkali terjadi jauh lebih sulit
diperbaiki dibandingkan kebaikan yang belum tentu dapat diraih. Dalam
pengambilan keputusan hukum, prinsip ini menjadi sangat penting
terutama ketika kerusakan yang dihadapi bersifat umum, berdampak luas,
dan mengancam banyak pihak sekaligus.

Untuk memahami keterkaitan kaidah ini dalam konteks kebiri kimia,
perlu terlebih dahulu dipetakan dua sisi yang saling berhadapan. Di satu
sisi, terdapat kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual terhadap
anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2020, dampak kejahatan ini meliputi luka berat,
gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya fungsi reproduksi, hingga
kematian korban. Kerusakan ini bersifat permanen dan tidak dapat
dipulihkan  sepenuhnya, bahkan setelah korban mendapatkan
pendampingan sekalipun. Lebih dari itu, kerusakan ini tidak hanya dialami
oleh korban, tetapi juga berdampak pada tatanan keluarga dan masyarakat
secara lebih luas. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual seringkali
mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya, kesulitan membangun
hubungan sosial yang sehat, bahkan dalam kasus tertentu berpotensi
menjadi pelaku kejahatan serupa di masa mendatang akibat trauma yang
tidak tertangani dengan baik. Inilah yang menjadikan kejahatan seksual
terhadap anak sebagai ancaman nyata bagi hifzh an-nasl, karena ia
merusak kualitas dan keberlangsungan generasi penerus.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa kebiri kimia sebagai bentuk
hukuman dapat menimbulkan efek samping pada pelaku, seperti
berkurangnya hasrat seksual atau potensi dampak psikologis tertentu. Efek
samping ini oleh sebagian pihak dianggap sebagai kerusakan bagi pelaku
yang tidak boleh diabaikan. Namun apabila kedua sisi ini menggunakan
kaidah dar'ul mafasid aula minjalbil mashalih, maka jawabannya menjadi
jelas. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual terhadap anak
bersifat permanen dan mengancam banyak pihak sekaligus, sementara
efek samping kebiri kimia pada pelaku bersifat sementara karena dapat
dihentikan sewaktu-waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Dengan kata lain, kerusakan yang

ditimbulkan oleh kejahatan seksual jauh lebih besar dan lebih luas
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dibandingkan kerusakan yang mungkin dialami pelaku akibat kebiri kimia.
Oleh karena itu, apabila kebiri kimia terbukti efektif dalam mencegah
terulangnya kejahatan seksual terhadap anak, maka pencegahan kerusakan
generasi yang jauh lebih besar inilah yang harus diutamakan. Dengan
demikian, kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2020 dapat dibenarkan melalui kaidah ini dalam hifzh an-

nasl.

3. iy diny J»al (Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang
serupa)

Kaidah ad-dhararu la yuzalu bi mitslihi bermakna bahwa bahaya tidak
dapat dihilangkan dengan sesuatu yang serupa, setara, atau lebih besar.
Apabila penghilangan bahaya secara sempurna tidak memungkinkan, maka
yang harus diupayakan adalah meminimalkan kadar bahaya tersebut
menjadi se-ringan mungkin. Secara sederhana, kaidah ini mengajarkan
bahwa dalam wupaya mengatasi suatu masalah, kita tidak boleh
menciptakan masalah baru yang sama besarnya atau bahkan lebih besar.
Ibarat mengobati luka dengan cara yang justru menimbulkan luka baru
yang lebih parah hal itu jelas tidak dibenarkan. Kaidah ini sebenarnya
merupakan pembatas sekaligus lanjutan dari kaidah ad-dhararu yuzalu
sebelumnya, yang menegaskan bahwa meskipun bahaya wajib dihilangkan,
cara penghilangannya pun harus memenuhi syarat dan tidak boleh
mengorbankan pihak lain secara berlebihan.

Dalam konteks penerapan kebiri kimia, kaidah ini menjadi titik paling
kritis yang sering diperdebatkan. Sebagian pihak berpendapat bahwa
kebiri kimia itu sendiri merupakan bentuk bahaya baru yang ditimpakan
kepada pelaku, karena dapat menimbulkan efek samping medis seperti
penurunan drastis hormon testosteron, gangguan psikologis, hingga risiko
kesehatan jangka panjang lainnya. Lebih jauh, sebagian pihak menilai
bahwa tindakan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia karena
menyentuh keutuhan tubuh seseorang (Darmawan,2020). Keberatan-
keberatan ini tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kaidah ini
memang secara tegas melarang penghilangan bahaya dengan bahaya yang

setara atau lebih besar.
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IV.

Namun demikian, keberatan tersebut dapat dijawab dengan
memperhatikan secara seksama bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 2020 merancang pelaksanaan Kkebiri kimia. Pertama,
berdasarkan Pasal 5, tindakan ini hanya berlaku paling lama dua tahun,
yang berarti dampaknya bersifat sementara dan tidak permanen. Kedua,
berdasarkan Pasal 9 huruf d, pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga medis
profesional di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah, sehingga terkontrol
secara ketat dan meminimalisir risiko medis yang tidak perlu. Ketiga,
berdasarkan Pasal 18, kebiri kimia selalu disertai rehabilitasi psikiatrik,
sosial, dan medik, yang menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata
menghukum pelaku melainkan juga berupaya memulihkan kondisinya.
Ketiga ketentuan inilah yang membedakan kebiri kimia dari tindakan yang
sewenang-wenang, dan menjadikannya sebagai bahaya yang jauh lebih
ringan dibandingkan bahaya yang ingin dicegah. Sebaliknya, bahaya yang
ditimbulkan oleh kejahatan seksual berulang terhadap anak bersifat
permanen, tidak terkontrol, dan mengancam banyak korban sekaligus,
yang secara langsung merusak kualitas dan keberlangsungan generasi
penerus sebagai inti dari hifzh an-nasl. Secara logis, apabila kedua bahaya
ini dibandingkan, maka bahaya kebiri kimia pada pelaku jauh lebih ringan
daripada bahaya kerusakan generasi yang ingin dicegah. Dengan demikian,
kebiri kimia tidak melanggar kaidah ad-dhararu la yuzalu bi mitslihi, dan
penerapannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tetap

dapat dibenarkan dalam hifzh an-nasl.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merupakan bentuk upaya
pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan
seksual melalui penerapan kebiri kimia yang dilakukan secara selektif dan berada
di bawah pengawasan medis. Kebijakan ini hanya diterapkan kepada pelaku
dengan kondisi pemberat tertentu serta dilaksanakan melalui tahapan penilaian
klinis, penyusunan kesimpulan, dan pelaksanaan tindakan yang disertai
rehabilitasi. Dalam perspektif hukum Islam, kebiri kimia memiliki kesesuaian
dengan prinsip qawaid fighiyyah dan dalam kerangka hifzh an-nasl sebagai upaya

menjaga generasi penerus. Hal tersebut didukung oleh kaidah adh-dhararu yuzalu,
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dar’ul mafasid aula min jalbil mashalih, dan adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi yang
menegaskan bahwa pencegahan kerusakan yang lebih besar harus diutamakan
selama tidak menimbulkan bahaya yang setara atau lebih besar. Dengan demikian,
kebiri kimia dapat dipahami sebagai bentuk ta’zir yang sah dalam hukum Islam
karena bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terulangnya kekerasan
seksual terhadap anak, meskipun dalam implementasinya masih diperlukan
penguatan koordinasi antarlembaga dan penyelesaian persoalan etika medis agar

pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal.
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